SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

BENTUK DAN ISI FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta untuk
menyesuaikan formulir Surat Pemeberitahuan Pajak
Terhutang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5414);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14
Tahun 2015 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 014,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara
012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK DAN ISI

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN
PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

(1)
(2)

Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah atau dengan
sebutan lain adalah instansi yangmembidangi pengelolaan pajak
terhutang, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT,
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib
Pajak.

BAB II
BENTUK DAN ISI FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

Pasal 2

SPPT menggunakan formulir kertas.
Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi
sebagai berikut :
a. Halaman depan :
1 Nomor seri formulir;
2 Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
3 Informasi berupa tulisan “SPPT PBB P2 bukan merupakan bukti
kepemilikan hak”;
4 Kode akun;
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Tahun Pajak;
Nomor Objek Pajak;
Letak Objek Pajak;
Nama dan Alamat Wajib Pajak;
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
10 Luas bumi dan/atau bangunan;
11 Kelas bumi dan/atau bangunan;
12 Nilai jual objek pajak (NJOP) per m?2 bumi dan/atau bangunan;
13 Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
14 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2;
15 Nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP);
16 NJOP untuk perhitungan PBB P2;
17 Tarif;
18 PBB P2 yang terhutang;
19 PBB P2 yang harus dibayar;
20 Tanggal jatuh tempo;
21 Tempat pembayaran;
b. Halaman Belakang :
1 Nama petugas penyampai SPPT;
2 Tanggal penerimaan;
3 Tanda tangan petugas;
4 Informasi lainnya,;
(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
sebagaimana tercantum pada Lampiran [ Peraturan Bupati ini.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali
Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 18.
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